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MATRIKS VARIABEL DAN INDIKATOR ANALISIS DAN EVALUASI  HUKUM 
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa 

 
 

A. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 

No. Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Kewenangan Arah/tujuan pembentukan 

tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan 
diatasnya 

Ketentuan BAB I Ketentuan 

Umum Pasal 1 perlu 

ditambahkan definisi mengenai: 
1. Musyawarah Desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 2. Peraturan Desa 
adalah peraturan 

perundangundangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah dibahas dan disepakati 

bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 
3. Aset Desa adalah barang milik 

Desa yang berasal dari kekayaan 

asli milik Desa, dibeli atau 
diperoleh atas beban anggaran 

pendapatan dan belanja desa 

atau perolehan hak lainnya yang 

sah.  
Hal ini disebabkan adanya arah 

kebijakan pada Proyek Strategis 

Nasional yang merupakan  proyek 
dan/atau program yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah 

Diubah 

Sesuaikan dengan 

definisi Permendagri 
No.3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Aset Desa 



Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan/atau Badan Usaha yang 

memiliki sifat strategis untuk 

pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan dalam rangka 

upaya penciptaan kerja dan 

peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  

2. Penjabaran lebih lanjut 
dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih 

tinggi 

Materi dalam rangka mengatur 
lebih lanjut peraturan diatasnya 

Ketentuan Menimbang: 
bahwa dalam rangka 

menyesuaikan ketentuan dalam 

Permendagri No. 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa 

Diubah 
Agar disesuaikan dengan 

Permendagri No.3 Tahun 

2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa  

  

B. Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan 

No. Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Kewenangan, Hak, Kewajiban, 

Perlindungan, Penegakan 

Hukum, Definisi atau konsep 

Adanya pengaturan 

mengenai suatu varibel 

yang tidak 
konsisten/saling 

bertentangan antar 

pasal 

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 m 

angka 15 berbunyi Sewa adalah 

Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak 
lain dalam jangka waktu tertentu dan 

menerima imbalan uang tunai  

Diubah 

Sesuaikan dengan 

definisi Permendagri 
No.3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Aset Desa 

sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Sewa adalah 

Pemanfaatan Aset Desa 
oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu 

dan menerima imbalan 
uang tunai dengan tidak 

merubah status 

kepemilikan aset desa. 



 

C. Variabel dan Indikator Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 

No. Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Operasional atau tidaknya 
peraturan 

Peraturan 
pelaksananya 

Pasal terkait: 
a. pemindahtangananan aset desa; 

b. penatausahaan dan pelaporan aset 

desa; 

c. Format keputusan kepala Desa 

mengenai penetapan status 

Penggunaan Aset Desa; 

d. Pemindahtanganan Aset Desa 

berupa Tanah Desa, melalui Tukar 

Menukar; 

e. pembangunan untuk kepentingan 

umum; 

f. tinjauan lapangan;  

g. Persetujuan Gubernur; 

h. laporan Kepala Desa kepada 

Bupati; 

i. Untuk Bukan Kepentingan Umum; 

j. tahapan tukar menuar tanah milik 

desa; 

k. penerbitan izin; dan 

l. untuk kepentingan desa 

belum ada 

Agar diatur dalam 
ketentuan sesuai dengan 

Permendagri No.3 Tahun 

2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Aset Desa  

2. Relevansi dengan situasi saat 
ini 

Pengaturan dalam 
peraturan masih 

relevan untuk 

diberlakukan  

 Sudah tidak relevan 
Karena belum 

disesuaikan dengan 

Proyek Srtrategis 
Nasional 

 

 


